
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CC   Cilacap, 8 Januari 2018 
 

KEPADA: 

YTH : PARA KEPALA  S K P D            
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN CILACAP 
Di – 
C I L A C A P 

 

 
 
SURAT EDARAN 

NOMOR: 800/ 0113 /38 
 

TENTANG 
NETRALITAS PEGAWAI ASN PADA PELAKSANAAN 

PILKADA SERENTAK TAHUN 2018 
 

 
 

I. DASAR 

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, 
tersebut pada ketentuan: 
- Pasal 2 huruf e, Pasal 4 huruf d, Pasal 5 ayat (2) huruf d,e,h dan huruf l, 

Pasal 9 ayat (2), Pasal 87 ayat (4) huruf c, Pasal 119 dan Pasal 123 ayat 
(3) sebagaimana telah dilakukan pengujian dan telah diputuskan 
berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/ PUU-XIII/2014 
tanggal 6 Juli 2015. 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa 
Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Pasal 6 huruf h, dan Pasal 11 
huruf c. 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai 
Negeri Sipil Pasal 4 angka 12,13,14 dan angka 15. 

 

II. KETENTUAN NORMATIF 

1. Pegawai ASN dilarang melakukan tindakan yang mengarah pada 
keberpihakan pada salah satu partai politik atau salah satu bakal calon 
peserta Pilkada. 

2. Pegawai Negeri Sipil dilarang melakukan aktivitas politik/ politik praktis baik 
langsung atau tidak langsung yang berpotensi terjadinya konflik 
kepentingan dalam lingkungan kerja birokrasi menjelang Pilkada Serentak 
yang akan datang antara lain: 
a. Keikut sertaan dalam acara deklarasi salah satu bakal calon Kepala 

Daerah, deklarasi salah satu Partai, deklarasi diri pribadi untuk menjadi 
salah satu bakal calon Kepala Daerah. 

 
 
 
 
 
 
 



b. Penggunaan photo pribadi untuk menjadi salah satu bakal calon Kepala 
Daerah dengan atribut PNS atau Tanpa atribut pada spanduk/ 
iklan/reklame. 

c. Ucapan dan tindakan yang menghimbau atau mengarahkan pihak lain 
untuk memilih salah satu bakal calon peserta Pilkada Tahun 2018. 

d. Menggunakan simbol atau atribut partai atau bakal calon peserta Pilkada. 
e. Memposting photo calon peserta Pilkada baik dengan komentar atau hanya 

‘like’ saja di media social. 
f. Kegiatan dan bentuk perbuatan tindakan lainnya yang mengarah pada 

kegiatan politik praktis. 
 

III. SANKSI HUKUMAN DISIPLIN  
a. Sikap dan tindakan perilaku ASN sebelum Penetapan Pasangan calon dan 

masa kampanye diterapkan PP 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa 
Korps dan Kode Etik PNS sesuai Pasal 16 berupa tindakan administrasi 
karena telah melanggar ketentuan Pasal 4 angka 15. 

b. Sikap dan tindakan Perilaku ASN setelah Penetapan pasangan calon dan 
masa sebelum, sedang dan setelah kampanye: 
1. Diterapkan sanksi hukuman tingkat sedang sesuai PP 53 Tahun 2010 

tentang Disiplin PNS karena melakukan pelanggaran sebagaimana 
tersebut pada Pasal 12 angka 8 dan angka 9. 

2. Diterapkan sanksi hukuman tingkat berat sesuai PP 53 Tahun 2010 
tentang Disiplin PNS karena melakukan pelanggaran sebagaimana 
tersebut pada Pasal 13 angka 13. 

3. Tata cara prosedur pemberian sanksi hukuman disiplin sesuai ketentuan 
yang diatur dalam PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan 
Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan 
Pelaksanaan PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. 
 

IV. PELAKSANAAN  
Selanjutnya kepada para Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Cilacap diminta untuk melaksanakan dan mensosialisasikan Surat 
Edaran ini dengan sebaik-baiknya dan tetap menjaga netralitas PNS 
dijajarannya dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 
2018. 

 
Demikian untuk ditindak lanjuti dan dilaksanakan. 
 

 
 
          BUPATI CILACAP 
 
 
 
 
           TATTO SUWARTO PAMUJI 

 
 
 
Tembusan: 
1. Wakil Bupati Cilacap 
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap 

 
 


